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ABSTRAK

(A) Nama : Jessica Francis Gunawan
(B) Judul Tesis : Penyelundupan Hukum Terkait Kepemilikan Saham Dengan

Perjanjian Nominee (Contoh Kasus Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta Nomor 375/PDT/208/PT.DKI)

(C) Halaman :vi+ 151 halaman + 2021

(E) Isi

(D) Kata Kunci : Penyelundupan Hukum. Perjanjian Nominee, Akibat Hukum

Di era globalisasi ini, Indonesia masih tergolong sebagai salah satu
negara berkembang. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya agar
Indonesia bisa menjadi negara yang stabil. Namun hingga saat ini, Indonesia
masih terus mengalami kesulitan ekonomi terkait situasi baik dari dalam
maupun luar negeri terkait ekonomi. Oleh karena itu, investasi sangat penting
dalam memajukan perekonomian Indonesia. Investor yang berinvestasi di
Indonesia harus tunduk pada aturan yang berlaku, salah satunya adalah aturan
mengenai kepemilikan saham. Namun tidak semua sektor bidang usaha dapat
dikendalikan sepenuhnya oleh pemodal asing untuk dapat berinvestasi secara
optimal. Ketentuan ini menjadi salah satu alasan mengapa investor asing
mencari cara untuk menguasai 100% saham karena mereka tentu ingin
mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan secara maksimal. Salah
satu cara yang digunakan adalah dengan menggunakan konsep nominee yang
dilakukan dengan perjanjian nominee. Konsep ini tidak diperbolehkan dan tidak
dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Namun meski dilarang, investor asing
kerap menggunakannya sebagai penyelundupan hukum untuk menguasai 100%
saham dari bidang usaha tertutup. Maka rumusan masalah adalah bagaimana
penyelundupan hukum terkait dengan perjanjian nominee dalam hal
kepemilikan saham di Indonesia dan bagaimana akibat hukum dari
penyelundupan hukum terkait kepemilikan saham dengan perjanjian nominee.
Jenis penelitian ini adalah penelitian untuk kepentingan akademis, dengan sifat
penelitian preskriptif, perjanjian nominee yang diharapkan ini dilarang dan
konsekuensinya adalah hukum adalah perjanjian batal demi hukum. Teori yang
digunakan adalah teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori perlindungan
hukum. Praktik penggunaan perjanjian nominee merupakan perbuatan yang
dilarang oleh Undang-Undang dan merupakan penyelundupan hukum.
Perjanjian nominee seringkali menimbulkan sengketa yang mengakibatkan
kerugian di pihak nominee atas adanya itikad buruk dari beneficiary. Akibat
hukum dari praktik perjanjian nominee belum secara jelas diatur tersendiri
dalam sebuah Undang-Undang. Perjanjian nominee dibuat berdasarkan asas
kebebasan berkontrak dan mengikuti akibat hukum dari syarat sahnya
perjanjian dalam Pasal 1320 dimana tidak memenuhi syarat objektif dan
akibatnya adalah perjanjian menjadi batal demi hukum.

(F) Acuan : 40 (1981-2018), 6 Peraturan Perundang-undangan, 2 Kamus,

dan 11 Artikel/Jurnal

(G) Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
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ABSTRAK

(A) Name : Jessica Francis Gunawan
(B) Thesis Title : Legal Smuggling Related to Share Ownership With Nominee
Agreement (Case example of Jakarta High Court Decision
Number 375/PDT/208/PT.DKI)

(C) Page : X+ 151 page + 2021

(D) Keyword : Legal Smuggling, Nominee Agreement, Legal Consequences

(E) Content
In this era of globalization, Indonesia is still classified as one of the developing
countries. The government continues to make various efforts so that Indonesia
can become a stable country. But until now, Indonesia still continues to
experience economic difficulties related to the situation both from home and
abroad related to the economy. Therefore, investment is very important in
advancing the Indonesian economy. Investors who invest in Indonesia must be
subject to the applicable rules, one of which is the rules regarding share
ownership. But not all sectors of the business field can be controlled entirely
by foreign financiers to be able to invest optimally. This provision is one of the
reasons why foreign investors are looking for a way to control 100% of the
shares because they certainly want to get the maximum and maximum profit.
One way is used is to use the concept of nominee done with a nominee
agreement. This concept is not allowed and is not known in the Indonesian
legal system. But despite the ban, foreign investors often use it as legal
smuggling to control 100% of the shares of the closed business field. So the
formulation of the problem is how legal smuggling is related to nominee
agreements in terms of share ownership in Indonesia and how the legal
consequences of legal smuggling related to share ownership with nominee
agreements. This type of research is research for the benefit of
theacademy's,with the nature of prescriptive research, this expected nominee
agreement is prohibited and the consequence is that the law is a null and void
agreement. The theories used are the theory of legal certainty, the theory of
justice, and the theory of legal protection. The practice of using nominee
agreements is an act prohibited by the Act and constitutes legal smuggling.
Nominee agreements often cause disputes that result in losses on the part of the
nominee due to the bad faith of the beneficiary. The legal consequences of the
nominee agreement practice have not been clearly regulated in a Law. The
nominee agreement is made on the basis of the principle of freedom of contract
and follows the legal consequences of the legal terms of the agreement in
Article 1320 which does not meet objective conditions and consequently is the
agreement becomes null and void.

(F) Reference  : 40 books (1981-2018), 6 Regulations, 2 Dictionary, and 11
Journal
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